
BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Polewali;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali
Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 160);

SALINAN



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN
UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH POLEWALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah yang menjadi kewenangan daerah
otonom Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana
Teknis Dinas/Badan Daerah dalammemberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar yang meliputi RSUD Polewali yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan
dasar sampai dengan spesialistik sesuai dengan
kemampuannya.

6. Direktur adalah Direktur RSUD selaku pemimpin BLUD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. sumber pinjaman;

b. besaran dan Persyaratan Pinjaman;

c. mekanisme pinjaman;dan

d. ketentuan penutup.



BAB III

SUMBER PINJAMAN

Pasal 4

Pinjaman BLUD RSUD dapat bersumber dari Badan Usaha
dalam negeri berupa:

a. lembaga keuangan perbankan;

b. lembaga keuangan non perbankan;

c. badan usaha lainnya;atau

d. badan layanan umum.

BAB IV
BESARAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 5

Dalam melakukan pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Direktur untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10%
(sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun
anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN
(Rupiah Murni) dan hibah terikat;dan

b. Direktur BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk
peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen)
sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah
pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak
bersumber dari APBN dan hibah terikat

BAB V
TATA CARA PEMINJAMAN

Pasal 6

(1) Direktur menyampaikan rencana pengajuan pinjaman
kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Notulen
Rapat/Berita Acara.

(2) Direktur menyampaikan pengajuan pinjaman kepada
calon pemberi pinjaman.

(3) Direktur memilih pemberi pinjaman yang menawarkan
ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan
bagi BLUD RSUD.

(4) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang
yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya
dibebankan kepada pendapatan pelayanan BLUD RSUD.

(5) Pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan
dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang
ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 November 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 43.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 27 April 2021


